Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor: 55/Pdt.P/20/MS.Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili

perkara Perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan

Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara
Permohonan Isbat Nikah antara pihak-pihak:

1. PEMOHON 1, NIK , tempat/tanggal lahir xxxxxx/November

1993, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

XXxxxXxx, alamat di Dusun Tengah, Gampong xxxxxX, Kecamatan

XXXXX,  XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, dengan alamat domisili

elektronik  pada alamat  emailxmxxxxst987@gmail.com,

selanjutnya disebut “Pemohon I”

2. PEMOHON 2, NIK, tempat/ tanggal lahir Boyolali/Maret
2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, alamat di Dusun Tengah, Gampong Xxxxxxx, Kecamatan
XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX XXXXX XXXX, dengan alamat domisili

elektronik pada alamat email xxxxkhxxxutri380@gmail.com,

selanjutnya disebut “Pemohon II";

- Mahkamah Syar’iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-

saksinyadi persidangan;

- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para

Pemohon dipersidangan;
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DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie tanggal 2 Desember 2024, dengan Register
perkara  Nomor55/Pdt.P/2024/MS.Bpd, sebagaimana yang diubah
dipersidangan yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Itelah menikah secara sahmenuruttuntutan

ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama

PEMOHON 2pada tanggal Desemberyang dilaksanakan diRumah

orang tua Pemohon Il yang beralamat di Dusun xxxxx Kidul,

Desa xxxxxxxxxX, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali,

Povinsi Jawa Tengah;

2. Bahwayang menikahkan Pemohonl dan Pemohon Il dahulu

adalahadik kakekkandungdari ayahPemohon Il yang bernama

xxxx Yyang diberikan Wakilah oleh Iman Supar (ayah

kandung)Pemohon lldan disaksikan oleh2 (dua) orang saksi yang

bernama xxxxxxxxxxdan XXXXXXXXX;

3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon I

pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Uang Rp..000Ribu

Rupiah telah dibayar tunai;

4. Bahwa alasan para Pemohon tidak menikah di KUA karena

tidak sempat mengurus administrasi pernikahan sebab pada saat

tersebut Pemohon | dalam kondisi sakit;

5. Bahwa pada saat kondisi Pemohon | sedang sakit tersebut,

keberadaan Pemohon | sedang dirantau orang serta tidak ada

yang mengurus Pemohon | yang sedang sakit, oleh karena

keadaan tersebut ayah kandung Pemohon Il menawarkan anak

kandungnya yaitu Pemohon Il untuk dinikahkan dengan Pemohon |

supaya Pemohon | pada saat tersebut ada yang mengurusnya;

6. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon | berstatus Lajang

danPemohon llberstatus Gadis;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai pertalian

nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta
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memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa semenjak menikah, Pemohon | dan Pemohon Il telah
hidup bersama ba'da dukhuldan dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama.xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 1 Tahun, Jenis
KelaminPerempuan;

9. Bahwasemenjak menikah, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah
murtad dari agama Islam;

10.Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum,
para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk
kepastian hukum dari anak-anak para pemohon sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

11.Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

12.Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon Il tidak mempunyai
buktitertulis tentang adanya pernikahanmereka karena pernikahan
mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama,maka
berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon |
dan Pemohon limohon kepadaBapak Ketua Mahkamah Syar’iyah
Blangpidiec/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan
memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkanamar sebagai
berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahanantaraPEMOHON 1dengan
PEMOHON 2yangdilaksanakan di Dusun xxxxKidul, Desa
XXxxxxx, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi

Jawa Tengabh;
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3. Memerintahkan  kepada para Pemohon  untuk
mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

4, Menetapkan biaya perkara menurut hukumyang berlaku

Subsider:

1. ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan

yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan melalui papan Penguguman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
selama 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Para
Pemohon tersebut dapat datang ke persidangan Mahkamah Syar'iyah
Blangpidie, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang
mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidanganyang telah
ditetapkan,Pemohonl dan Pemohon |I hadir dipersidangan kemudian
diterima dan periksa kecocokan dokumen yang duplod di aplikasi e court
dengan aslinya ternyata cocok, lalu dibacakan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
I. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon |, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda
P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda
P.2;
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Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Il yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Keuchik XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXX
XXXXX XxXX, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen di Kantor POS, selanjutnya diberi tanda P.3;

Il. Bukti Saksi:

1. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Desa XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXX  XXXXX  XXXX, Provinsi xxxx, menyatakan sebagai Ibu
Pemohon |, selanjutnyadibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, adalah Ibu kandung Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-isteri yang telah

menikah;

- Bahwa,saksi pernah mendapat kabar dari Pemohon melalui
Handphone bahwa Pemohon | dan Pemohon Il akan menikah tanggal 3
Desember 2020;

- Bahwa, pada saat itu masa covid 19, kemudian Pemohon merantau
ke Jawa Tengah yaitu di Boyolali, Pemohon | sakit sehingga hampir
lumpuh pada saat itu, kemudian Pemohon | dirawat oleh Kakek
Pemohon I, karena Kakek Pemohon Il pernah tinggal di xxxx pada
masa konflik, karena Pemohon | berbulan-bulan tinggal di rumah Kakek
Pemohon Il sedangkan keluarga Pemohon | tidak dapat ke pergi Jawa
Tengah karena masa pandemi covid 19 maka dijodohkanlah Pemohon
Il oleh Kakeknya kepada Pemohon I, kemudian dinikahkan di Boyolali
agar tidak terjadi fithah karena Pemohon Il yang merawat Pemohon |

sakit parah pada saat itu;

- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon | tidak ada yang hadir pada
pernikahan tersebut karena masa pandemi covid 19, tapi pihak
keluarga tau bahwa mereka menikabh;
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- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah Ayah kandungnya
yang diwakilkan kepada Abang Ayahnya;

- Bahwa, menurut saksi Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat
setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar
adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang

keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai

satu orang anak perempuan yang berumur kurang lebih satu tahun;

- Bahwa,hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan
Pemohon Il bercerai, kemudian baik Pemohon | maupun Pemohon I
tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon | dan

Pemohon Il sendiri;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ke
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para
Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan
sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk
mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan kepentingan

hukum lainnya;

2. Isma Urrahma binti Asmadi, umur 27 tahun, agama
Islam, pekerjaan xxXx XXxxX XXxXxx, bertempat tinggal di Desa
XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXX  XXXX,
menyatakan Adik Kandung Pemohon II, selanjutnyadibawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Pemohon I;

- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-isteri yang telah

menikah;
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- Bahwa,saksi pernah mendapat kabar dari Pemohon melalui
Handphone bahwa Pemohon | dan Pemohon Il akan menikah tanggal 3
Desember 2020;

- Bahwa, pada saat itu masa covid 19, kemudian Pemohon merantau
ke Jawa Tengah yaitu di Boyolali, Pemohon | sakit sehingga hampir
lumpuh pada saat itu, kemudian Pemohon | dirawat oleh Kakek
Pemohon I, karena Kakek Pemohon Il pernah tinggal di xxxx pada
masa konflik, karena Pemohon | berbulan-bulan tinggal di rumah Kakek
Pemohon Il sedangkan keluarga Pemohon | tidak dapat ke pergi Jawa
Tengah karena masa pandemi covid 19 maka dijodohkanlah Pemohon
Il oleh Kakeknya kepada Pemohon I, kemudian dinikahkan di Boyolali
agar tidak terjadi fithah karena Pemohon Il yang merawat Pemohon |

sakit parah pada saat itu;

- Bahwa, pihak keluarga dari Pemohon | tidak ada yang hadir pada
pernikahan tersebut karena masa pandemi covid 19, tapi pihak
keluarga tau bahwa mereka menikabh;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah Ayah kandungnya

yang diwakilkan kepada Abang Ayahnya;

- Bahwa, menurut saksi Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat
halangan menikah menurut ketentuan Syari'at Islam dan Adat Istiadat
setempat, karena sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar
adanya dakwaan atau keberatan dari pihak manapun tentang

keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa, saat sekarang ini Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai

satu orang anak perempuan yang berumur kurang lebih satu tahun;

- Bahwa,hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Pemohon | dan
Pemohon Il bercerai, kemudian baik Pemohon | maupun Pemaohon I
tidak memiliki isteri atau suami yang lain selain Pemohon | dan

Pemohon Il sendiri;
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- Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ke
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para
Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan
sekarang ini Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk
mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan kepentingan

hukum lainnya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Para Pemohon menyatakan cukup
dengan segala sesuatunya yang telah diajukan serta mohon kepada Hakim

memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang belum cukup termuat dalam uraian
penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan
wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon | dan Pemohon Il telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat
nikah ialah suami atau isteri,anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu”, oleh karenanya berdasarkan bukti-
bukti di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon | dan
Pemohon Il berkedudukan sebagai suami-isteri,dengan demikian Pemohon |
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dan Pemohon Il mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya
mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami
isteri sah yang menikah pada tanggal Desemberyang dilaksanakan diRumah
orang tua Pemohon Il yang beralamat di Dusun xxx Kidul, XXXXXXXXX,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah,
pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang
berwenangsedangkan saat ini para Pemohon sangat membutuhkannya
untuk kelengkapan administrasi kelengkapan berkas kependudukan, dan
alas hukum lainnya, atas dasar hal tersebut maka para Pemohon memohon
agar pernikahannya dapat diitsbatkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii permohonannya
tersebut, para Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang
telah diberi kode P.1.,P.2.,dan P.3.,kemudian telah menghadapkan dua orang
saksi ke Persidanganyang mana Hakim akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1.,P.2.,dan P.3.,yang diajukan Para
Pemohon merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu, dari semua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dan
telah bermeterai cukup dan telah di nazagellen di Kantor POS, kemudian
telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut berkaitan dengan
perkara ini, sehingga Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Para
Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara
pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,
diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar
kesaksiannya, juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan
saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di
samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan

saksi yang lain;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal
171 - 176 RBg dan Pasal 308 — 309 RBg, maka Para Saksi yang diajukan
Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga
keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan saksi Il yang
menerangkan bahwa mereka berdua tidak melihat langsung Pemohon | dan
Pemohon Il menikah karena pada saat pernikahan tersebut saksi Idan saksi
Il berada di Provinsi xxxx, kemudian pernikahan terjadi pada masa pandemi
covid 19 yang tidak memungkinkan keluar daerah sehingga pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat dihadiri oleh pihak keluarga
Pemohon | dari xxxx Barat Daya, akan tetapi saksi | dan saksi Il meyakini
Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri karena selama ini keduanya
telah tinggal dalam satu rumah kemudian selama ini tidak ada yang
keberatan terhadap status pernikahan Pemohon | dan Pemohon hingga
keduanya telah dikarunia anak, maka Hakim menilai keterangan kedua
orang saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il digolongkan sebagai testimonium de aditu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tentang
keabsahan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hanya bersumber dari
keterangan Para Pemohon kepada saksi serta masyarakat umum di Desa,
bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri/langsung (de aditu)
akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa biasanya pernikahan yang
telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun
dan syarat pernikahan itu sendiri. Kemudian para saksi telah tinggal satu
desa dengan Para Pemohon dan selama itu pula para saksi tidak pernah
mendengar ada orang yang keberatan/menggugat keabsahan pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il hingga para Pemohon telah dikaruniai (satu)
orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang melihat dan mendengar
secara langsung peristiwa nikah Pemohon | dan Pemohon Il sudah tidak ada
lagi (sudah meninggal dunia) maka dalam hal ini keterangan saksi de
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aditu/al-istifadhah  sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan
mendapatkan kebenaran/informasi yang benar dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam kedudukan saksi yang
pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah menyebar luas
(syahadah al- istfadhah) dalam masalah pernikahan adalah dibenarkan
untuk diterima, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab figih
sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat yang terjemahannya
sebagai berikut:
“Imam Syafi'l membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah
(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam nasab,
kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,
diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri
seorang dari jabatan hakim, nikah  beserta  seluruh
masalahnya....dst.” (Sayyid Sabiq, Figih sunnahijilid 11l hal. 426);
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan
bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka patut
diperasangkakan sehingga kemudian Hakimfakta hukum yang diperoleh

adalah sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal
Desemberyang dilaksanakan diRumah orang tua Pemohon Il di Dusun
xxxxx Kidul, Desa xxxxxxxxxxng, Kecamatan Cepogo, Kabupaten

Boyolali, Povinsi Jawa Tengabh;

- Bahwa, yang bertindak sebagi wali nikah pada saat itu adalah Ayah
Kandung Pemohon lliman Supar yang diwakilkan kepada Nur Udin
untuk mengakad nikahkan Pemohon | dan Pemohon Illdengan mahar
berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan

disaksikan oleh xxxxxxx dan XxXxxxx;

- Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus

Jejaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut ketentuan

Syari'at Islam dan adat istiadat setempat;
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- Bahwa, selama Pemohon | dan Pemohon Il tinggal bersama dalam
satu rumah tangga belum pernah bercerai dan tidak ada seorang pun
yang menggugat atau mempermasalahkan pernikahan mereka, dan
hingga saat ini baik Pemohon | maupun Pemohon Il tidak memiliki isteri
atau suami yang lain selain Pemohon | dan Pemohon Il sendiri,
kemudian telah dikaruniai satu (satu) orang anak;

-Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ke
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie disebabkan pernikahan Para
Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, dan sekarang ini
Para Pemohon memerlukan bukti nikah tersebut untuk kelengkapan

berkas kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim
berpendapat pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang terjadi
pada Desemberyang dilaksanakan diRumah orang tua Pemohon Il di Dusun
xxxxxx Kidul, Desa xxxxxxxxX, Kecamatan Cepogo, Kabupaten
Boyolali, Povinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan menurut hukum agama
Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, oleh karena itu
maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan
pendapat ahli Fikih dalam Kitab l'anatut Thalibinjuz IV halaman 254 dan

mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, yaitu:
gJ_g_g.ZJL).odJo_g).uJ_g w)s.)ol).olusl&cls.uks_gﬁ.\.”&_g
J_g.)& u.:.).i’bl.w_g

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang
wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi
yang adil”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi

Hukum Islam disebutkan: “ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya

perkawinan dalam rangka penyelesaianperceraian; b. hilangnya akta nikah;
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c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknyasalah satu syarat perkawinan;
d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyaUndang-undang No.
1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin Hukum
Islam (pendapat ahli fikih) sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan
itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dengan
peraturan yang berlaku yaitu, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinandan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi
Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Iskam, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada
para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon

I dan Pemohon I, agar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalambidang perkawinan
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-UndangNomor 7
Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

kaedah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1)
dan Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal
Desemberdi Dusun xxxxxxxX, Desa xxxxxxxxX, Kecamatan

Cepogo, Kabupaten Boyolali, Povinsi Jawa Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat diKabupaten xxxx Barat
Daya,Provinsi xxxxagar dicatatkan ke dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

4. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie
pada hari Senin, tanggal Desember 2024Masehi bertepatan dengan
tanggal  Jumadil Akhir 1446Hijriyah, oleh H.Muhammad Nawawi,
S.HI.,,MH.sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim tersebut dibantu
oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon |

dan Pemohon II;

Panitera, Hakim Tunggal

Drs. Syamsul Babhri Muhammad Nawawi, S.HI, M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,
2. Biaya Proses Rp .000,
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Biaya Panggilan Rp -
Biaya PNBP Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi Rp .000,
Biaya Materai Rp _.000,

o0k w

Jumlah Rp.000,

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah)
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